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Abstrak
Peraturan menteri memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan di atur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengakui eksistensi kekuatan mengikat peraturan yang dibuat menteri apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan pengkajian sumber wewenangnya terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait menunjukkan tidak terdapat adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu berdasarkan pengkajian frasa “berdasarkan kewenangan” dalam hal ini rentan memunculkan anggapan bahwa hal tersebut adalah suatu bentuk atribusi kewenangan mengatur sendiri lembaga yang dimaksud oleh pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang salah satunya adalah peraturan yang dibuat oleh menteri, sehingga meskipun tanpa adanya undang-undang yang mendelegasikan kewenangan mengatur kepada menteri maka menteri tetap dapat membuat peraturan karena sudah memiliki atribusi yang melekat padanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlakuan hukum dan kekuatan mengikat peraturan menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan penafsiran sistematis terhadap frasa berdasarkan kewenangan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikaitkan dengan “fungsi kementerian dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya” dalam Undang-Undang 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menunjukkan menteri tidak memiliki wewenang atribusi yang melekat padanya sehingga peraturan menteri hanya bersumber dari pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan pengkajian sumber wewenangnya terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait menunjukkan tidak terdapat adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga berkualifikasi sebagai peraturan kebijakan namun mengambil bentuk peraturan perundang-undangan. Keberlakuan hukum dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan berbeda dengan peraturan kebijakan.
Kata Kunci: Peraturan Menteri, Delegasi, Atribusi, Penafsiran Sistematis, Peraturan Kebijakan.
Abstract

Ministerial regulations have binding power as legislation regulated in article 8 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, which recognizes the existence of the binding force of regulations made by the minister if instructed by legislation higher or formed based on authority. Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 12 Year 2016 Regarding Telecommunications Services Customer Registration based on an assessment of the source of its authority over several relevant laws and regulations shows that there is no delegation from higher laws and regulations. In addition, it is based on the assessment of the phrase "based on authority" in this case it is vulnerable to give rise to the assumption that it is a form of attribution of authority to self-regulate the institution referred to in article 8 paragraph (1) of Law Number 12 Year 2011 Concerning Formation of Legislation one of them is a regulation made by the minister, so that even in the absence of a law that delegates the authority to regulate the minister, the minister can still make the regulation because it already has attribution attached to it. This study aims to determine the validity of the law and the binding power of the Minister of Communication and Information regulation No. 12 of 2016 concerning Telecommunications Services Customer Registration which is not instructed by higher laws and regulations. This research includes normative juridical research, legal materials obtained from primary legal materials and secondary legal materials with descriptive analysis methods. The results of this research and discussion indicate that after a systematic interpretation of the phrase based on the authority contained in article 8 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and Regulations is associated with "the ministry's functions in the formulation, stipulation, and implementation of policies in their fields ”in Law 39/2008 on State Ministries shows that ministers do not have attribution authority attached to them, so ministerial regulations are only sourced from delegations from higher laws and regulations. However, Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 12 Year 2016 Regarding Telecommunications Services Customer Registration based on an assessment of the source of authority over several related laws and regulations shows that there is no delegation from higher laws and regulations so that it qualifies as a policy regulation but takes the form of legislation. invitation. The validity of the law and the strength of binding legislation is different from policy regulations.
Keywords: Ministerial Regulation, Delegation, Attribution, Systematic Interpretation, Policy Regulation.   

PENDAHULUAN 
Peraturan menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia eksistensinya di atur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakui eksistensi kekuatan mengikat peraturan yang dibuat menteri apabila diperintahkan oleh “peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” atau “dibentuk berdasarkan kewenangan”. 

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan pengkajian sumber wewenangnya terhadap beberapa Peraturan perundang-undangan terkait yang terdapat dalam konsiderans “MENGINGAT” Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi menunjukkan tidak adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada menteri untuk membentuk peraturan menteri terkait registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Selain itu pengkajian frasa “berdasarkan kewenangan” dalam hal ini rentan menimbulkan anggapan bahwa hal tersebut adalah suatu bentuk atribusi kewenangan mengatur sendiri kepada menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan, sehingga meskipun tanpa adanya undang-undang yang mendelegasikan kewenangan mengatur kepada menteri, maka menteri tetap dapat membuat peraturan menteri karena sudah memiliki atribusi yang melekat padanya.
Kewenangan atribusi penyerahan wewenangnya dilakukan melalui undang-undang. Hal ini sebagai bentuk penguatan konsep pembagian kekuasaan karena pada dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang kekuasaan legislasi sehingga ada penyerahan kewenangan mengatur oleh DPR kepada lembaga pemerintah lainnya yang hanya dapat dilakukan melalui Undang-undang (Zahra, 2014:8).
Atribusi kewenangan mengatur harus diserahkan oleh undang-undang kepada lembaga negara dalam hal ini “Menteri” untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak memberikan kewenangan membentuk peraturan kepada Menteri, hal ini tersirat pada Pasal 8 Undang-Undang di atas yang menyatakan bahwa Kementerian memiliki fungsi dalam “Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya” sehingga penggunaan frasa kebijakan bukan frasa peraturan dalam hal ini menunjukkan adanya kewenangan yang belum jelas yang dimiliki menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan. sehingga memerlukan penafsiran lebih lanjut terhadap frasa berdasarkan kewenangan apakah didalamnya terdapat kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan atau kewenangan dalam ranah lain.
Kewenangan menteri untuk membentuk peraturan dapat dikaji berdasarkan pendapat Ahmad Hamid Attamini yang mengemukakan bahwa kewenangan ketataperajaan (kewenangan eksekutif) mengandung juga kewenangan pembentukan peraturan dalam rangka penyelenggaraan fungsinya (P.Sibuea, 2010:121). Menteri sebagai pihak eksekutif dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan memiliki kewenangan mengatur untuk membentuk peraturan.
Kewenangan mengatur yang dimiliki menteri untuk membentuk peraturan dilakukan penafsiran sistematis dengan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan, artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya (Rifa’i, 2015:66). Dalam hal ini frasa “berdasarkan kewenangan” berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tantang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikaitkan dengan “fungsi kementerian dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya” dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Penggunaan frasa kebijakan disini tidak menjelaskan lebih lanjut apakah kebijakan disini yang dimaksudkan berbentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan. Oleh karena itu, dengan tidak digunakannya frasa peraturan perundang-undangan dalam memberikan kewenangan kepada menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan maka dapat ditafsirkan “frasa kebijakan didalamnya termasuk peraturan kebijakan”.
Peraturan kebijakan lahir dari kewenangan mengatur pemerintah sebagai pihak eksekutif. Hal ini diperkuat dengan pendapat Ahmad Hamid Attamini yang menegaskan mengenai sumber kewenangan pembentukan peraturan kebijakan yang berasal dari kewenangan mengatur pemerintah. Bahkan, kewenangan mengatur berdasarkan peraturan kebijakan dimiliki setiap pejabat pemerintah (P.Sibuea, 2010:120). Sehingga dalam hal ini “menteri sebagai pihak eksekutif memiliki kewenangan mengatur untuk membentuk peraturan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan”. 
Menteri memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat adanya kewenangan atribusi yang melekat pada menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan menteri hanya dapat bersumber dari pendelegasian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan pengkajian sumber wewenangnya menunjukkan tidak adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga berkualifikasi sebagai peraturan kebijakan namun mengambil bentuk peraturan perundang-undangan lengkap dengan konsideran diundangkan dan penempatannya dalam berita negara. Dalam hal ini keberlakuan hukum dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan berbeda dengan peraturan kebijakan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberlakuan hukum dan kekuatan mengikat Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sebagai dasar penelitian. Penelitian yuridis normatif memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim,  2005:295). 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (Statute approch) yang dalam hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar melakukan analisis (Dewata dan Achmad, 2015:185). Pendekatan konseptual (Conceptual Approch) dalam hal ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum (Dewata dan Achmad, 2015:187). 

Bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku dan berita internet (Dewata dan Achmad, 2015:157). Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku dan berita internet. Bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan memaparkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder apa adanya. Dalam hal ini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut (Hanitijo, 1991:93).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi
Peraturan menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia eksistensinya di atur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan yang dibuat oleh lembaga di atas berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Peraturan menteri yang dibentuk atau bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi, sehingga untuk mengetahui sumber wewenang dikeluarkannya Peraturan Menteri Kamunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi perlu dilakukan sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi hingga yang terendah sampai dikeluarkannya peraturan menteri terkait registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Sinkronisasi menunjukkan tidak adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait pemberian wewenang kepada kementerian komunikasi dan informatika untuk membentuk peraturan menteri terkait registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Selain itu dalam konsiderans Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi tidak mencantumkan pasal pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dengan tidak adanya pasal pendelegasian dalam membentuk peraturan menteri di atas maka perlu di pertanyakan apakah dasar kewenangan menteri dalam mengeluarkan dan membentuk Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
Peraturan menteri yang dibentuk tanpa adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara teoritik dikenal sebagai peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan (beleidsregel) yaitu suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum. Namun, bukan peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan bukan (tidak termasuk) salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, meskipun dalam banyak hal nampak (menampakkan gejala) sebagai peraturan perudang-undangan (Fadli. 2014:16).
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dengan tidak adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berkualifikasi sebagai peraturan kebijakan namun disisi lain Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi mengambil bentuk peraturan perundang-undangan lengkap dengan konsiderans diundangkan sehingga dalam hal ini memerlukan pengkajian lebih lanjut.
Peraturan yang dibuat oleh menteri di atur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengakui eksistensi peraturan menteri selain “diperintahkan oleh perturan perundang-undangan (delegasi peraturan perundang-undangan)” juga di bentuk “berdasarkan kewenangan”, dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini menimbulkan beberapa penafsiran apakah dalamnya terdapat kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan ataukah kewenangan dalam ranah lain. Sehingga dalam hal ini frasa “berdasarkan kewenangan” memiliki makna yang rancu dan rentan memunculkan anggapan bahwa hal tersebut adalah suatu bentuk atribusi kewenangan mengatur sendiri kepada menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan, sehingga meskipun tanpa adanya undang-undang yang mendelegasikan kewenangan mengatur kepada menteri untuk membentuk peraturan karena sudah memiliki atribusi yang melekat padanya.
Kewenangan atribusi penyerahan wewenangnya dilakukan melalui undang-undang. Hal ini merupakan bentuk penguatan konsep pembagian kekuasaan karena pada dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang kekuasaan legislasi, agar peraturan dapat diserahkan oleh lembaga pemerintah lainnya maka harus ada penyerahan kewenangan mengatur oleh DPR yang tentunya hanya dapat dilakukan melalui Undang-undang (Zahra, 2014:8). Dalam hal ini atribusi kewenangan mengatur harus diserahkan oleh undang-undang kepada lembaga negara dalam hal ini “Menteri” untuk membentuk peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak memberikan kewenangan membentuk peraturan kepada Menteri, hal ini tersirat pada Pasal 8 Undang-Undang di atas yang menyatakan bahwa Kementerian memiliki fungsi dalam “Perumusan dan penetapan kebijakan dibidangnya” sehingga penggunaan frasa kebijakan bukan frasa peraturan dalam hal ini menunjukkan adanya kewenangan yang belum jelas yang dimiliki menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan. 
Permasalahan mengenai dasar kewenangan menteri dalam membentuk peraturan menteri perlu di kaji lebih lanjut terkait “frasa berdasarkan kewenangan” karena adanya kewenangan yang belum jelas, apakah didalamnya terdapat kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan atau kewenangan dalam ranah lain. Penafsiran/interpretasi hukum untuk mengetahui  keberlakuan hukum dan kekuatan mengikat Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang dibentuk tanpa adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga berkualifikasi sebagai peraturan kebijakan namun mengambil bentuk peraturan perundang-undangan lengkap dengan konsiderans diundangkan dan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1135. Keberlakuan hukum dan kekuatan mengikat peraturan kebijakan berbeda dengan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan
1. Keberlakuan Hukum Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelanggan Jasa Telekomunikasi Yang Tidak Di Perintahkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

Peraturan menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, eksistensinya di atur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa peraturan yang dibuat oleh menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Frasa “diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” dikaji berdasarkan teori pendelegasian termasuk dalam pendelegasian kewenangan. Secondary legislation dalam hal ini adalah peraturan pelaksana undang-undang yang lazimnya disebut sebagai peraturan delegasi. Peraturan pelaksana undang-undang dibuat oleh pihak diluar parlemen dalam hal ini adalah eksekutif (Fadli, 2011:10). Peraturan pelaksana bersumber dari kewenangan delegasi yang artinya pembentukan peraturan tersebut didahului dengan adanya perintah pembentukan peraturan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Sjarif, 2017:5). Peraturan pelaksana disini adalah peraturan yang dibuat oleh pihak dalam diluar parlemen dalam hal ini termasuk menteri sebagai pihak eksekutif yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang yang dibuat oleh pihak legislatif.

Pendelegasian kewenangan  secara rinci di atur dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan angka 198 sampai dengan 216. Angka 198 menyatakan “Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.” Peraturan menteri sebagai peraturan pendelegasian hal ini juga tersirat dalam angka 211 yang berbunyi “Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.” Hal ini menunjukkan menteri memiliki kewenangan mengatur untuk membentuk peraturan menteri yang bersumber dari pendelegasian undang-undang. 

Pendelegasian wewenang sebagai sumber untuk membentuk peraturan menteri dalam hal ini juga berlaku untuk mengetahui sumber dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Sinkronisasi dari peraturan yang tertinggi hingga dikeluarkannya peraturan menteri tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui sumber wewenang dikeluarkannya permen tersebut sekaligus untuk mengkaji apakah permenkominfo ini sudah memenuhi Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan frasa pertama yang berbunyi “diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan”. 
Peraturan perundang-undangan terkait dalam konsideran “MENGINGAT” Peraturan Meneri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi setelah dilakukan sinkronisasi menunjukkan tidak adanya pendelegasian kewenangan secara “tegas” kepada kementerian komunikasi dan informatika untuk membentuk peraturan menteri terkait registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Peraturan perundang-undangan terkait hanya menunjukkan bahwa menteri memiliki fungsi dalam “perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya” yang dalam hal ini digunakannya frasa kebijakan bukan frasa peraturan menunjukkan adanya kewenangan yang belum jelas yang dimiliki menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa belum terdapat adanya pendelegasian kewenangan mengatur kepada menteri untuk membentuk Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi karena tidak dinyatakan tegas terkait ruang lingkup materi yang hendak di atur dan jenis peraturan perundang-undangan tempat menuangkan materi pendelegasian. Dalam optik ajaran pemisahan kekuasaan, khususnya yang di anut di indonesia, rumusan ruang lingkup materi yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangan harus disebut jelas dalam pendelegasian wewenang mengatur (Fadli, 2011:10).

Peraturan yang dibuat oleh menteri dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak hanya mengatur mengenai keberadaan peraturan atas dasar delegasi “peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” tetapi frasa kedua menegaskan adanya peraturan yang dibentuk “berdasarkan kewenangan” yang dalam penjelasannya adalah “penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pengertian ini sangat rentan memunculkan beberapa anggapan bahwa Pasal 8 ayat (2) adalah suatu bentuk atribusi kewenangan mengatur tersendiri lembaga yang dimaksud oleh ayat (1) sehingga meskipun tanpa adanya undang-undang yang mendelegasikan kewenangan mengatur kepada lembaga pemerintahan tersebut maka lembaga yang bersangkutan tetap dapat membuat peraturan karena sudah memiliki kewenangan atribusi yang melekat padanya.
Badan pemerintahan tidak memiliki wewenang yang melekat padanya. Tetapi, badan pemerintahan memiliki wewenang berdasarkan undang-undang atau konstitusi. Pelaksanaan wewenang hanya dapat dilaksanakan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang dan wewenang yang dilaksanakan oleh badan pemerintahan harus diberikan dengan bahasa yang jelas dan tidak diragukan. Selain itu pemberian wewenang tunduk pada interpretasi yang kuat (Efendi dan Poernomo, 2017:112). 

Undang-undang melakukan penyerahan kewenangan atribusi langsung kepada organ pemerintahan. Hal ini merupakan bentuk penguatan konsep pembagian kekuasaan karena pada dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang kekuasaan legislasi, agar peraturan dapat diserahkan kepada lembaga pemerintah lainnya maka harus ada penyerahan kewenangan mengatur oleh DPR yang tentunya hanya dapat dilakukan melalui Undang-undang (Zahra, 2014:8). 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak memberikan kewenangan membentuk peraturan kepada Menteri, melainkan Kementerian memiliki fungsi dalam Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya yang dalam hal ini digunakannya frasa kebijakan bukan frasa peraturan menunjukkan adanya kewenangan yang belum jelas yang dimiliki menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perlu adanya pengkajian lebih lanjut terhadap frasa “berdasarkan kewenangan” dengan melakukan panafsiran terhadap frasa tersebut untuk mengetahui apakah didalamnya terdapat kewenangan menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan atau kewenangan dalam ranah lain.
Penafsiran atau interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang mencari atau menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang (Santoso dan Yahyanto, 2016:185). Interpretasi atau penafsiran yang menjadi pedoman pengkajian terhadap Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan frasa “berdasarkan kewenangan” adalah Penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang memperhatikan susunan kata-kata yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lain (Sudaryanto, 2015:83). 
Penafsiran dilakukan dengan berpijak pada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai organ yang menjalankan pemerintahan dan sebagai pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan dalam hal ini adalah eksekutif memiliki fungsi dalam membuat peraturan (Fadli, 2015:9). Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Ahmad Hamid Attamini  yang mengemukakan bahwa kewenangan ketataperajaan (kewenangan eksekutif) mengandung juga kewenangan pembentukan peraturan dalam rangka penyelenggaraan fungsinya (P.Sibuea, 2010:121). Menteri sebagai salah satu pihak eksekutif yang menyelenggarakan tugas pemerintahan memiliki fungsi salah satunya dalam membuat peraturan jadi dalam hal ini adanya kewenangan mengatur yang dimiliki oleh menteri dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan.
Kewenangan menteri dalam membentuk peraturan disini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara mengenai fungsi kementerian dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara juga menurunkan fungsi ini pada Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika yang menyatakan fungsi kementerian komunikasi dan informatika dalam perumusan dan penetapan kebijakan. Penggunaan frasa kebijakan disini tidak menjelaskan lebih lanjut apakah kebijakan disini yang dimaksudkan berbentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan. Oleh karena itu, dengan tidak digunakannya frasa peraturan perundang-undangan dalam memberikan kewenangan kepada menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan maka dapat ditafsirkan “frasa kebijakan didalamnya termasuk peraturan kebijakan”. 
Peraturan kebijakan lahir dari kewenangan mengatur pemerintah sebagai pihak eksekutif. Hal ini diperkuat dengan pendapat Ahmad Hamid Attamini yang menegaskan mengenai sumber kewenangan pembentukan peraturan kebijakan yang berasal dari kewenangan mengatur pemerintah (P.Sibuea, 2010:120). Bahkan, kewenangan mengatur berdasarkan peraturan kebijakan dimiliki setiap pejabat pemerintah (pejabat administrasi negara). Oleh karena itu, kewenangan pembentukan peraturan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan oleh setiap lembaga pemerintahan yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan” (P.Sibuea, 2010:121). 
Menteri memiliki kewenangan mengatur untuk membentuk peraturan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan penafsiran sistematis frasa “berdasarkan kewenangan” berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tantang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikaitkan dengan “fungsi kementerian dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya” dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara sehingga menafsirkan secara sistematis (menteri sebagai pihak eksekutif memiliki kewenangan mengatur untuk membentuk peraturan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan). 
Frasa “berdasarkan kewenangan” berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tantang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikaitkan dengan undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara setelah dilakukan penafsiran sistematis menunjukkan menteri sebagai pihak eksekutif memiliki kewenangan mengatur untuk membentuk peraturan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini tidak terdapat adanya kewenangan atribusi yang melekat pada menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan. sehingga peraturan menteri hanya dapat bersumber dari pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan sumber wewenangnya tidak terdapat pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan menteri yang tidak didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara teoritik dikenal sebagai peraturan kebijakan. Namun Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi tersebut ditetapkan dan diundangkan ditandai dengan adanya konsiderans diundangkan dan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1135. 
Pengundangan peraturan menteri dan penempatannya dalam lembaran negara republik Indonesia dimaksudkan agar peraturan menteri tersebut dapat berlaku dan mengikat umum. Sehingga dalam hal ini berlaku asas fiksi hukum. Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya" (Waruwu, 2017:1). Pengundangan menjadi dasar berlakunya fiksi hukum yang mengikat masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah diundangkan.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi terdapat konsiderans diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 agustus 2016 oleh Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1135. Pengundangan disini berfungsi agar peraturan perundang-undangan tersebut diketahui dan dipahami oleh masyarakat karena peraturan perundang-undangan ditujukan kepada masyarakat (naar buiten werkende voorschriften) dan sebagai pemenuhan dalam rangka fiksi hukum yang menentukan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui dan wajib mentaati suatu peraturan perundang-undangan apabila telah diundangkan. Dalam hal ini pengundangan sebagai syarat tunggal agar Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi diketahui dan diberlakukan dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan keberlakuan hukumnya didasari oleh keabsahan secara formil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Keabsahan ini juga disebut dengan “Daya Laku” (validitas). Daya laku ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau lembaga yang berwenang membentuknya (Yuliani, 2017:5). Namun berdasarkan daya laku tersebut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi tidak dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (tidak ada delegasi kewenangan) sehingga berkualifikasi sebagai peraturan kebijakan namun mengambil bentuk peraturan perundang-undangan lengkap dengan adanya konsiderans diundangkan dan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1135 sehingga berpengaruh pada keberlakuan hukum peraturan tersebut.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi tetap memiliki keberlakuan hukum sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang berbunyi “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan” sesuai dengan asas fiksi hukum yang menyatakan masyarakat “suka tidak suka, mau tidak mau” harus taat peraturan perundang-undangan secara memaksa. Dalam hal ini negara bisa menggunakan segala instrumen yang dimiliki dengan berbagai cara untuk mewujudkan supremasi hukum. Sehingga dalam hal ini Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi memiliki kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis berdasarkan asas fiksi hukum.
2. Kekuatan Mengikat Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelanggan Jasa Telekomunikasi Yang Tidak Di Perintahkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi mengambil bentuk peraturan perundang-undangan lengkap dengan konsiderans diundangkan dan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1135 berlaku fiksi hukum dan memiliki kekuatan mengikat namun dalam hal ini timbul persoalan karena permenkominfo tersebut tidak terdapat adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara teoritik dikenal sebagai peraturan kebijakan. Sifat mengikatnya peraturan kebijakan berbeda dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat secara hukum walaupun tetap mengandung relevansi hukum (Nalle, 2013:7). Sifat mengikat secara tidak langsung dalam peraturan kebijakan karena peraturan kebijakan pada dasarnya hanya ditujukan kepada pejabat administrasi negara namun pada sisi lain juga mengikat warga masyarakat yang melakukan ketentuan peraturan kebijakan tersebut (P.Sibuea, 2010:124). Berbeda dengan peraturan kebijakan, Peraturan perundang-undangan berdasarkan pendapat Van Der Tak yang mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum (Syamsuddin, 2014:16).
Peraturan perundang-undangan mangandung substansi hukum seperti hak, kewajiban, perintah, atau larangan yang hanya dapat dilahirkan oleh pemegang kekuasaan legislatif karena substansi hukum seperti ini menimbulkan beban (kewajiban) atau hak yang baru bagi setiap warga masyarakat. Berbeda hal nya dengan peraturan kebijakan, Pejabat administrasi negara yang membentuk peraturan kebijakan tidak memiliki kewenangan legislatif sehingga dalam eksistensi peraturan kebijakan tidak mungkin terkandung substansi norma-norma hukum seperti hak, kewajiban, perintah atau larangan. Sehingga menyebabkan materi muatan peraturan kebijakan tidak dapat diuji terhadap norma-norma hukum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti undang-undang dan undang-undang dasar (Syamsuddin, 2014:135). Sehingga dalam hal ini untuk mengetahui kekuatan mengikat Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi perlu dipertimbangkan mengenai materi muatan yang ada dalam peraturan tersebut, materi muatan berkaitan erat dengan pemberian sanksi yang nantinya akan mengikat masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan yang dibuat tersebut.
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi didalamnya terdapat materi muatan berupa kewajiban dan sanksi administratif hanya diberikan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Sehingga dalam hal ini mengikat kepada penyelenggara jasa telekomunikasi secara langsung namun secara tidak langsung juga membawa relevansi hukum kepada masyarakat untuk melakukan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang didalamnya terdapat adanya proses registrasi ulang yang hanya dapat dilakukan jika pelanggan prabayar yang melaksanakan proses registrasi ulang menyampaikan data pribadinya berupa (NIK dan KK) untuk kemudian dilakukan validasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Penyelenggara jasa telekomunikasi juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemblokiran layanan bagi Pelanggan Prabayar yang datanya belum tervalidasi dan tidak melakukan Registrasi ulang. Sehingga dalam hal ini memiliki kekuatan mengikat secara tidak langsung kepada masyarakat yang ikut melakukan ketentuan dalam permenkominfo tersebut.
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi memiliki Kekuatan mengikat kepada penyelenggara jasa telekomukasi dan secara tidak langsung mengikat kepada masyarakat (sebagai pelanggan jasa telekomunikasi) sehingga dalam hal ini materi muatan tersebut merupakan materi yang ada dalam dalam peraturan perundang-undangan karena terdapat adanya substansi hukum seperti hak dan kewajiban. Substansi hukum seperti ini menimbulkan beban (kewajiban) atau hak yang baru bagi setiap warga masyarakat. Maka dalam hal ini dapat pula diujikan secara formal ke Mahkamah Agung. 
Mahkamah agung berwenang dalam melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun dalam hal ini Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Telekomunikasi tidak terdapat adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga berkualifikasi sebagai peraturan kebijakan. Maka Uji material oleh Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualifikasi sebagai peraturan kebijakan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar diskresi bukan berdasar pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena peraturan tersebut lahir dari diskresi maka dasar pengujian tidak dapat terbatas pada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya saja. Pengujian juga perlu didasarkan pada asas-asas atau prinsip dalam pemerintahan atau pembentukan peraturan (Nalle, 2013:13). 
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi meskipun tidak adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini kewenangan menteri untuk membentuk peraturan menteri tersebut perlu dilakukan pengujian terhadap peraturan menteri tersebut. Sehingga apabila ada pihak yang dirugikan dengan dikeluarkannya peraturan menteri tersebut atau dianggap telah bertentangan dengan undang-undang diatasnya maka dapat dipertanggungjawabkan dengan mengujinya ke Mahkamah Agung yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dalam Hal ini sejalan dengan (asas geen bevoegheid zonder verantwoordelijkhedi dan geen veroontwoordelijkheid zonder verantwoording) yang menyatakan “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban dan tidak ada pertanggungjawaban tanpa kewajiban” (Simanjuntak, 2018:1).
PENUTUP

Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan keberlakuan hukumnya didasari oleh keabsahan secara formil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Keabsahan ini juga disebut dengan “Daya Laku” (validitas). Daya laku ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau lembaga yang berwenang membentuknya (Yuliani, 2017:5). Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan sumber wewenangnya tidak terdapat pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga berkualifikasi sebagai peraturan kebijakan namun mengambil bentuk peraturan perundang-undangan dan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1135. Sehingga dalam hal ini berlaku asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum yang menyatakan masyarakat “suka tidak suka, mau tidak mau” harus taat peraturan perundang-undangan secara memaksa. Dalam hal ini negara bisa menggunakan segala instrumen yang dimiliki dengan berbagai cara untuk mewujudkan supremasi hukum. Sehingga dalam hal ini Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi memiliki kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis berdasarkan asas fiksi hukum.

2. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang diundangkan dan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1135 berlaku fiksi hukum dan memiliki kekuatan mengikat namun dalam hal ini timbul persoalan karena permenkominfo tersebut tidak terdapat adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara teoritik dikenal sebagai peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat secara hukum walaupun tetap mengandung relevansi hukum (Nalle, 2013:7). Berbeda dengan peraturan kebijakan, peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan mengikat umum. Substansi hukum peraturan kebijakan dan peraturan perundang-undangan berbeda sehingga dalam hal ini untuk mengetahui kekuatan mengikat Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi perlu dipertimbangkan mengenai materi muatan yang ada dalam peraturan tersebut, materi muatan berkaitan erat dengan pemberian sanksi yang nantinya akan mengikat masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan yang dibuat tersebut.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi didalamnya terdapat materi muatan berupa kewajiban dan sanksi administratif hanya diberikan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Sehingga dalam hal ini mengikat kepada penyelenggara jasa telekomunikasi secara langsung namun secara tidak langsung juga membawa relevansi hukum kepada masyarakat untuk melakukan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang didalamnya terdapat adanya proses registrasi ulang yang hanya dapat dilakukan jika pelanggan prabayar yang melaksanakan proses registrasi ulang menyampaikan data pribadinya berupa (NIK dan KK)  untuk kemudian dilakukan validasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Penyelenggara jasa telekomunikasi juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemblokiran layanan bagi Pelanggan Prabayar yang datanya belum tervalidasi dan tidak melakukan Registrasi ulang. Sehingga dalam hal ini memiliki kekuatan mengikat secara tidak langsung kepada masyarakat yang ikut melakukan ketentuan dalam permenkominfo tersebut.

Saran

1. Pemerintah sebagai pihak eksekutif dalam membuat peraturan perundang-undangan harus mendasarkan kewenangannya berdasarkan sumber kewenangan yang jelas dan spesifik yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan baik secara atribusi atau delegasi kewenangan. 
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang bertugas mengundangkan peraturan perundang-undangan sebaiknya segera menyeragamkan pemahaman di seluruh kementerian bahwa peraturan menteri hanya dapat dibentuk berdasarkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak dapat didasarkan pada kewenangan atribusi kewenangan karena tidak terdapat atribusi wewenang yang melekat pada menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan.
3. Menteri dalam membentuk peraturan menteri seharusnya dalam konsiderannya harus tetap mencantumkan pasal pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/ peraturan yang menjadi dasar dibentuknya peraturan menteri tersebut. 
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